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Abstrak
Cici Vadila:  Analisis Pendapatan Retribusi Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018
Pembimbing : Fefri Indra Arza,Se.M.Sc.Ak

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah
Kota Padang Panjang dan menganalisis potensi penerimaan pendapatan retribusi
daerah Kota Padang Panjang periode 2014-2018 terdapat permasalahan yaitu:1)
Analisis varians, 2) Analisis pertumbuhan,3) Analisis efektivitas, 4) Analisis
efesiensi,5) Analisis kontribusi, 6)kendala kendala dalam pemungutan retribusi
daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan Penelitian ini tergolong
metode deskriptif kuantitatif yang mengunakan rasio keuangan, kinerja keuangan
pemerintah daerah Kota Padang Panjang, jika dilihat dari rasio efektifitas
keuangan daerah tergolong efektif dengan nilai rasio data sekunder yaitu analisis
pendapatan retribusi daerah Kota Padang Panjang periode 2014-2018 yang
diperoleh dari Badan Pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Panjang Provinsi
Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan
retribusi daerah Kota Padang Panjang ditinjau dari: 1)Analisis Varians memiliki
rata-rata yang mengguntungkan, 2)Analisis Pertumbuhan memiliki rata-rata yang
positif, 3)Analisis Efektifitas memiliki rata-rata yang bagus dan pada umumnya
memiliki kriteria sangat efektif, 4)Analisis Efesiensi memiliki rata-rata baik pada
umumnya memiliki kriteria sangat efesien, 5)Analisis Kontribusi memiliki rata-
rata yang kurang baik karena memiliki kriteria yang sangat buruk.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio efektifitas,. Rasio Efesiensi, Rasio
kontribusi, Rasio pertumbuhan
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan
nasional, pembangunan daerah merupakan salah satu indikator atau penunjang
dari terwujudnya pembangunan nasional. Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah
terjadi  perubahan yang cukup fundamental dalam  mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama
terkait denga dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan UU
Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU
Nomor 33 Tahun 2004. Kedua Undang undang di bidang otonomi daerah
tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud
otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri
terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang
sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan
kemampuan keuangan, diperlukan juga adanya sumber daya manusia
berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi (Rudini, 1995:48 dalam
Silalahi,etal,1995), Otonomi daerah memberikan wewenang Kkepada
Pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana, baik

dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah



sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna
merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah.
Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui olen Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dikelola
dalam APBD. Jadi APBD merupakan dasar penngelolaan keuangan daerah
dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu, oleh karena itu APBD dan PAD
memiliki hubungan yang sangat erat untuk keberhasilan penyelenggaraan
pembangunan, peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat
kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah
itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap
pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari somber-
sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-undang
yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang
sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota

dalam rangka otonomi daerah saat ini.



Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah
merupakan suatau komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya
kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah saat
ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat
kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor pendapatan
asli daerah..

Pemerintah Kota Padang Panjang terus berusaha untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan daerahnya
dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah dilihat dari berbagai
aspek yaitu mampu memanfaatkan pontensi daerahnya dengan salah satu cara
melalui pemanfaatan semaksimal mungkin atas sumber daya daerah, pajak
daerah, dan retribusi daerah. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah
mencerminkan tingkat kinerja keuangan daerah. Semakin besar PAD maka
menunjukan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan
ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang.

Soekarwo (2003:92) menyatakan bahwa peningkatan PAD
dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: Intensifikasi melalui
upaya pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi
daerah; Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari
kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi; Mengintensifikasikan
penerimaan retribusi daerah yang ada; Memperbaiki prasarana dan sarana
pungutan yang belum memadai; Penggalian sumber-sumber penerimaan baru

(ekstensifikasi); Upaya penggalian sumber penerimaan diarahkan pada



Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada
daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang
diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan
langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah
memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah
daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6) Retribusi Daerah adalah suatu
pungutan daerah yakni sebagai suatu pembayaran atas jasa atau pun juga
pemberian sebuah izin tertentu yang khusus serta disediakan dan juga
diberikan oleh pemerintah daerah yakni untuk kepentingan dari orang atau pun
juga badan.

Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah sebagaimana
halnya dengan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah,
menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber
keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi.

Retribusi Daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap
pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah.

Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar



pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah harus
bisa melakukan peningkatan peranan PAD secara optimal, yaitu dengan cara
mengelola sumber-sumber PAD, sehingga kegiatan pembangunan daerah
dapat merealisasikannya. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD
pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung pendapatan daerah,
menggunakan dan menerapkan sistem serta prosedur koleksi sumber-sumber
PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya. Maka akan
diadakan suatu penelitian  untuk mengukur Pendapatan retribusi daerah di
Kota Padang Panjang, dengan melakukan pengajian secara teoritis tentang
efektivitas retribusi dan perpajakan sehingga dihadapkan dapat meningkatkan

penerimaan retribusi daerah di Kota Padang Panjang.

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Padang Panjang Tahun

2014-2018
Nomor | Tahun Total pendapatan | Total retribusi Hasil
1 2014 51.601.384.498,33 | 4.602.131.527,34 | 11,21
2 2015 61.049.759.491,19 | 4.661.636.884,68 | 13,09
3 2016 74.839.324.917,52 | 5.152.773.286,05 | 14,52
4 2017 88.837.033.624,67 | 4.134.303.831,39 | 21,48
5 2018 79.752.372.829,53 | 5.158.999.649,90 | 15,45

Tabel 1
(sumber:badan Pemeriksa Keuangan Rl Sumatera Barat)

Dari table diatas dapat disimpulkan, retribusi daerah Kota Padang
Panjang pada tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada
tahun 2014 pendapatan retribusi daerah 11,21 dan pada tahun 2015 mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya vyaitu 13,09 dan tahun 2016 kembali

mengalami kenaikan yaitu sebesar 14,52 ,pada tahun 2017 pendapatan



retribusi mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dari tahun
tahun sebelumnya yaitu 21,48 , dan pada tahun 2018 pendapatan retribusi
daerah mengalami penurunan sebesar 15,45 , karena adanya kenaikan
pendapatan retribusi secara drastic dan terjadi penurunan retribusi tahun 2018,
oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan analisis pendapatan retribusi
daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2014-2018, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian ini di Kota Padang panjang.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan mengalisa pendapatan retribusi daerah Kota Padang
Panjang. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Analisis Pendapatan

Retribusi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah
yang dapat penulis angkat adalah :
1. Bagaimana analisis varians (selisih) pendapatan retribusi daerah Kota
Padang Panjang tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimana analisis pertumbuhan pendapatan retribusi daerah Kota
Padang Panjang tahun 2014-2018
3. Bagaimana analisis rasio efektifitas pendapatan retribusi daerah Kota
Padang Panjang tahun 2014-2018?
4. Bagaimana analisis rasio efesiensi pendapatan retribusi daerah Kota

Padang Panjang tahun 2014-2018 ?



Bagaimana pengaruh kontribusi retribusi terhadap pendapatan retribusi
daerah Kota Padang Panjang tahun 2014-2018?
Apa kendala dalam pemungutan pendapatan retribusi daerah Kota

Padang Panjang tahun 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan

penelitian ini sebagai berikut:

1.

Untuk mengetahui analisis varians (selisih) pendapatan retribusi daerah
di Kota padang Panjang tahun 2014-2018

Untuk mengetahui analisis pertumbuhan pendapatan retribusi daerah di
Kota Padang Panjang tahun 2014-2018

Untuk mengetahui rasio efektifitas pendapatan retribusi daerah Kota
Padang Panjang tahun 2014-2018

Untuk mengetahui analisis rasio efesiensi pendapatan retribusi daerah
Kota Padang Panjang 2014-2018

Untuk mengetahui analisis kontribusi pendapatan retribusi daerah Kota
Padang Panjang tahun 2014-2018

Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan retribusi daerah Kota

Padang Panjang tahun 2014-2018

D. Manfaat Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan
informasi maupun bahan pertimbangan bagi pihak lain. Adapun manfaat dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar ahli madya bidang Akuntansi dan sebagai bahan untuk menambah
wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori
Akuntansi yang telah dipelajari selama ini dalam proses perkuliahan.
2. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi Badan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang dan sebagai
gambaran mengenai peningkatan atau penurunan hasil pendapatan
retribusi daerah di Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir.
3. Bagi Masyarakat
Untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah pendapatan
retribusi daerah di Kota Padang Panjang.
4. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi

dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.






BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab 1V, maka

dapat disimpulkan bahwa :

1.

3.

Analisis varians pendapatan retribusi daerah Kota Padang Panjang tahun
anggaran 2014-2018 memiliki selisin yang mengguntungkan dan yang
tidak menguntungkan, dari keseluruhan retribusi yang menguntungkan
pada tiap tahunnya yaitu retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi izin
trayek dan yang tidak menguntungkan yaitu retribusi rumah potong
hewan.

Analisis pertumbuhan pendapatan retribusi daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2014-2018 berdasarkan perhitungan pertumbuhan
pendapatan retribusi daerah yang memiliki kategori baik yaitu hanya
retribusi Alat pemadam kebakaran yang bernilai positif. Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014-2018
berdasarkan perhitungan efesiensi pendapatan retribusi daerah Kota
Padang Panjang dapat dikategorikan sangat baik dapat kita lihat dari tahun
2014-2015 sangat efesien.

Analisis rasio efektivitas pendapatan retribusi daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2014-2018 berdasarkan perhitungan efektivitas
pendapatan retribusi daerah Kota Padang Panjang yang dikategorikan

sangat efektif hanya ada 2 retribusi yaitu retribusi pelayanan kesehatan dan
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retribusi izin trayek dan ada satu jenis retribusi yang kriteria efektif yaitu
retribusi retribusi rumah potong hewan.

4. Analisis rasio efesiensi pendapatan retribusi daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2014-2018 berdasarkan perhitungan efesien pendapatan
retribusi daerah Kota Padang Panjang memiliki Kriteria sangat efesien
semuanya di dalam komponen-komponen retribusi derah.

5. Analisis kontribusi pendapatan retribusi daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2014-2018 berdasarkan perhitungan kontribusi
pendapatan retribusi daerah Kota Padang Panjang memiliki kritwria yang
di bilang semuanya sangat kurang hanya ada satu jenis retribusi yang yang
mengalami perubahan yaitu retribusi terminal yaitu sedang.

6. Kendala-kendala dalam penerimaan retribusi daerah di Kota Padang
Panjang terdiri dari beberapa hal yaitu, sumber daya manusia (SDM)
secara kualitas dan kuantitas masih kurang, fasilitas-fasilitas yang kurang
memadai, Kkurangnya pengawasan, penerapan sanksi yang belum
maksimal, kurangnya kesadaran wajib retribusi, kurangnya koordinasi dan
kurangnya sosialisasi.

C. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat

dikemukakan beberapa saran berkenaan dengan pendapatan retribusi daerah
Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang Panjang diharapkan agar dapat memaksimalkan

perolehan pendapatan retribusi di daerah melalui pemungutan yang

teratur setiap tahunnya.
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2. Pemerintah Kota Padang Panjang mengoptimalkan potensi pendapatan
yang dimiliki melalui salah satunya peningkatan kesadaran dan ketaatan
masyarakat untuk membayar retribusi dengan penuh tanggung jawab
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar target
pendapatan dapat terrealisasikan dengan baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu
penelitian yang akan digunakan dan juga dapat sebagai referensi

berikutnya
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